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ABSTRAK 

Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya 

menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian 

immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, 

kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat 

traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk 

Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang 

menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban. Di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 telah diatur mengenai mekanisme pemberian 

restitusi kepada anak sebagai bentuk perlindungan hukum tetapi tidak diatur 

mengenai restitusi yang tidak dipenuhi oleh Pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis konsep restitusi sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap 

anak yang menjadi korban tindak pidana dan menganalisis penyitaan harta benda 

pelaku tindak pidana jika restitusi tidak dibayar oleh terpidana sebagai bentuk 

perlindungan hukum anak. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), dan pendekatan kasus (case approach). Adapun hasil penelitian ini 

yaitu diharapkan adanya perubahan konsep restitusi yang ada pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak 

Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Adapun bentuk perubahan konsep restitusi 

yakni dengan adanya aturan mengenai jika Restitusi tidak dibayarkan oleh Pelaku 

maka terdapat konsekuensi-konsekuensi yakni penyitaan harta benda Pelaku 

untuk kemudian dijual lelang guna memenuhi restitusi, kalaupun Pelaku tidak 

memiliki harta benda yang dapat disita untuk dilelalng guna memenuhi restitusi 

sebagaimana yang telah di tentukan dalam putusan pengadilan maka Pelaku 

dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti restitusi. Pada saat tuntutan, 

diharapkan agar Jaksa Penuntut Umum juga menyita seluruh harta benda Pelaku 

guna mengantisipasi jika dikemudian hari Pelaku tidak membayar restitusi kepada 

korban sehingga setelah putusan pengadilan maka akan dengan mudah dapat 

dilakukan eksekusi. 

Kata Kunci : Restitusi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban, 

Penyitaan. 
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ABSTRACT 

So far, if there is a crime against a child, the victim does not only bear the 

material losses (which can be calculated) and immaterial losses (which cannot be 

calculated) including losses in the form of shame, loss of self-esteem, low self-

esteem, and/or excessive anxiety. which is traumatic. This loss should also be 

borne by the perpetrator in the form of restitution as a form of compensation for 

the suffering experienced by the child who is the victim of a crime or the victim. In 

Government Regulation Number 43 of 2017 it has been regulated regarding the 

mechanism for granting restitution to children as a form of legal protection but it 

is not regulated regarding restitution that is not fulfilled by the perpetrator. This 

study aims to analyze the concept of restitution as part of legal protection for 

children who are victims of criminal acts and to analyze the confiscation of the 

property of the perpetrators of crimes if restitution is not paid by the convict as a 

form of legal protection for children. This type of normative juridical research 

uses a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results 

of this study are expected to change the concept of restitution in the Government 

Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for 

Children Who Become Victims of Crime. The form of change in the concept of 

restitution is that there is a rule regarding if Restitution is not paid by the 

Perpetrator, there will be consequences, namely the confiscation of the Actor's 

property to then be sold at auction to fulfill restitution, even if the Perpetrator 

does not have property that can be confiscated to be auctioned to fulfill restitution 

as stipulated has been determined in a court decision, the perpetrator is subject to 

imprisonment as a substitute for restitution. At the time of the claim, it is hoped 

that the Public Prosecutor will also confiscate all of the perpetrator's property in 

order to anticipate if in the future the perpetrator does not pay restitution to the 

victim so that after the court's decision it will be easy to carry out execution. 

Keyword : Restitution, Legal Protection for Child Victims, Confiscation 
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